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dan

DALAM KESEHATAN

Buku ini menjelaskan semua hal tentang yang berkaitan dengan
etika dan hukum kesehatan serta aspek lain dengan keterkaitan yang
berkesinambungan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau
referensi bagi mahasiswa kesehatan terutama bidang hukum kesehatan,
praktisi kesehatan secara umum dan bagi peneliti di bidang kesehatan dan
hukum secara luas. Buku ini terdiri dari 14 BAB yang disusun secara rinci
sebagai berikut:

Bab 1 Pengertian Etika dan Teori-teori Etika

Bab 2 Kaidah dasar Etika dan Prinsip Prima Facie
Bab 3 Azas-azas Hukum dalam Pelayanan Kesehatan
Bab 4 Hukum dan Bicetik

Bab 5 Penyelenggaraan Hukum dan HAM

Bab 6 Malprakiik dan Tindakan Pencegahannya

Bab 7 Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan

Bab 8 Etika Organisasi dengan Profesi Terkait

Bab 9 Hak Asasi Kesehatan

Bab 10 Prinsip-prinsip Kerahasian

Bab 11 Rekam Medis dan Informed Consent

Bab 12 Patient Safety

Bab 13 Hak dan Kewajiban (Nakes, Pasien, dan Rumah sakit)
Bab 14 Hukum Asuransi Kesehatan (SJSN)
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dengan etika dan hukum kesehatan serta aspek lain dengan
keterkaitan yang berkesinambungan. Buku ini dapat dijadikan
sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa kesehatan
terutama bidang hukum kesehatan, praktisi kesehatan secara
umum dan bagi peneliti di bidang kesehatan dan hukum secara
luas. Buku ini terdiri dari 14 BAB yang disusun secara rinci sebagai
berikut:

Bab 1 Pengertian Etika dan Teori-teori Etika

Bab 2 Kaidah dasar Etika dan Prinsip Prima Facie
Bab 3 Azas-azas Hukum dalam Pelayanan Kesehatan
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BAB PENGERTIAN

ETIKA DAN TEORI-
TEORI ETIKA

*Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki
banyak kebutuhan budaya yang beragam, kebutuhan tersebut
dapat terpuaskan sepenuhnya jika nilai moral ditempatkan
dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antar manusia
harus diikat dengan ikatan moral agar masyarakat dapat
tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat yang aman dan
tenteram. Hubungan antar manusia juga harus dilandasi
landasan moral yang baik, menerapkan aturan-aturan yang
sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan sekitar. Sebab
nilai-nilai yang dilindungi masyarakat menjadi acuan kebenaran
dan kebaikan, acuan penyelenggaraan kehidupan pribadi dan
pengelolaan hubungan antar manusia, serta antara manusia
dengan alam lingkungannya.

Prinsip etika merupakan alat orientasi dan pedoman
hidup serta alat kendali yang paling efektif untuk mengarahkan
kehidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari. Manusia tidak
menjalankan dengan baik dan sempurna moralitas yang ada
pada diri setiap manusia. Orang tersebut adalah orang yang
selalu berbuat buruk, perbuatan buruk, oleh karena itu orang
tersebut akan merendahkan kehormatan dan martabatnya
(Bertens, 2003).
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BAB KAIDAH DASAR

ETIKA DAN PRINSIP
PRIMA FACIE

*Rizka Mutmaina. S.Tr.Keb., M.Keb.*

A. Gambaran Umum Kaidah Etika

Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau
kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau bagaimana
penilaian terhadap perbuatan manusia.

Kaidah atau norma adalah nilai yang mengatur dan
memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi individu
maupun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan dan disepakati.

Kaidah atau norma biasanya berisi perintah yang
merupakan keharusan bagi individu agar berbuat sesuatu harus
dalam ranah kebaikan karena efek dari perbuatan ini akan
menjadi pandangan yang baik terhadap penilaian seseorang
ataupun masyarakat. Kaidah atau norma juga berisi tentang
larangan yang merupakan keharusan bagi individu untuk tidak
berbuat hal tertentu, karena efek dari perbuatan ini dapat
menjadi penilaian tidak baik. Kaidah atau norma-norma
umumnya berbentuk norma agama, Susila, kesopanan dan
norma hukum. Norma-norma ini kemudian menghasilkan etika
agama, moral, etiket kode etik dan sebagainya. Etika agama atau
moral akan terwujud dalam predikat baik ataupun buruk. Etiket
terwujud dalam bentuk sopan santun, sedangkan norma hukum
yang berbentuk kode etik berbentuk tata tertib yang memelihara
perilaku professional (Irwan, 2020)
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BAB ASAS-ASAS HUKUM

DALAM PELAYANAN
KESEHATAN

*Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S.*

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang sesuai dengan
cita-cita bangsa. Oleh sebab itu negara menjamin bahwa setiap
orang berhak untuk hidup sehat, memperoleh pelayanan
kesehatan, serta bertanggung jawab menyediakan fasilitas
pelayanan  kesehatan yang layak (1). Kemudian
diselenggarakanlah upaya pembangunan kesehatan yang
berkesinambungan, terarah, dan terpadu untuk mencapai tujuan
nasional tersebut.

Implementasi hukum kesehatan di Indonesia awalnya
terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan,
UU No. 6/2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU
No.38/2014 tentang Keperawatan, UU No. 36/2014 tentang
Kesehatan Jiwa, UU No. 20/2013 tentang Pendidikan
Kedokteran, UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit, UU
No.36/2009 tentang Kesehatan, UU No.29/2004 tentang Praktik
Kedokteran, UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
UU No.419/1949 tentang Ordonansi Obat Keras.

Namun pada tahun 2023, keseluruhan aturan tersebut
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan. Adapun UU ini didasarkan pada
berbagai asas, termasuk asas hukum dalam pelayanan
kesehatan. Oleh sebab itu bab ini secara khusus akan membahas
asas-asas hukum dalam pelayanan kesehatan.
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Pendahuluan

Rumpun ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran dan
rumpun ilmu hukum pada awalnya merupakan rumpun ilmu
yang berjalan terpisah. Kedua rumpun ilmu ini diperlukan
untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya
masing-masing disiplin ilmu ini saling membutuhkan,
contohnya di dalam proses penegakan hukum, bantuan dokter
diperlukan untuk memeriksa korban (hidup dan mati) atau
pelaku tindak pidana dan menuangkannya dalam bentuk surat
visum et repertum. Ilmu ini kemudian berkembang menjadi salah
satu cabang ilmu kedokteran yaitu ilmu kedokteran forensik dan
medikolegal, sedangkan ilmu hukum sendiri melahirkan cabang
hukum kesehatan atau hukum kedokteran yang bertujuan untuk
pemeliharaan pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan
kewajiban secara keseluruhan. Hukum merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan.
Hukum kesehatan atau hukum kedokteran merupakan
peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan
kesehatan atau kedokteran baik untuk penyelenggara maupun
penerima pelayanan kesehatan atau kedokteran (Hanafiah &
Amir, 2016).
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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang
Dasar Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia
adalah negara hukum” vyang bercita-cita menciptakan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara
kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu setiap warga
negaranya diharapkan turut serta dalam mewujudkan
keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berhak untuk hidup dengan
bebas dan merdeka di setiap wilayah dimanapun mereka
berada.! Setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan asas “equality before the

”

law”.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-
Undang Dasar Tahun 1945
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A. Pendahuluan

Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang
berupa pelayanan medis pada dasarnya memiliki tujuan untuk
melakukan pencegahan, pengendalian dan pengobatan
terhadap penyakit yang diderita dengan harapan terjadinya
penyembuhan. Namun pelayanan dokter atau tenaga medis
lainnya, kadang kala tidak sesuai dengan harapan kedua belah
pihak. Bagi dokter yang tidak berhasil menyembuhkan atau
malah makin memperparah kondisi pasien bahkan berujung
pada kematian dapat dicurigai telah terjadi kelalaian dalam
melakukan tindakan mediknya terhadap pasien (Puspitasari,
2018).

Saat ini tidak sedikit kasus pasien yang menuntut dokter
akibat kegagalan tindakan perawatan atau pengobatan yang
dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pada kalangan
masyarakat sudah banyak yang memahami dan memiliki
kesadaran akan hukum terkait dengan pelayanan medik.
Kemudian terdapat pula pasien yang mengalami malpraktik,
namun tidak memberikan tuntutan pada petugas kesehatan
yang melayani dengan alasan mereka takut untuk
menyampaikan ketidakpuasan atas metode pengobatan dan
hasil yang dilihat tidak sesuai keinginan. Alasan lainnya para
pasien yang tidak melaporkan kerugian fisik yang dialami
setelah tahap penyembuhan mereka kebingungan untuk
melaporkan dimana dan kepada siapa.
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A. Pendahuluan

Pengertian pelayanan kesehatan berbeda dengan
pelayanan medis, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Danny
Wiradharma, bahwa pelayanan medis adalah segala upaya
pencegahan dan pengobatan penyakit, serta peningkatan dan
pemulihan kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan
individual antara dokter dan individu yang membutuhkan
kesehatan. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan lebih luas,
yaitu keseluruhan masyarakat (Wiradharma D, 1996).

Pada semua aspek pelayanan kesehatan, terdapat
peraturan mengikat yang mengatur hak dan tanggung jawab
pemerintah, pekerja kesehatan, perusahaan, masyarakat sipil,
dan masyarakat suatu negara. Aturan-aturan ini bersama-sama
membentuk kerangka hukum, atau arsitektur hukum untuk
kesehatan. Bentuknya bermacam-macam, termasuk: hukum
perundang-undangan, hukum peraturan dan administrasi,
kontrak, hukum kasus, dan hukum adat. Siapa yang terlibat
dalam pembuatan peraturan-peraturan ini, dan bentuk
peraturan-peraturan tersebut, berbeda-beda di setiap negara
(WHO, 2023).

Undang-undang kesehatan digunakan untuk
memformalkan komitmen terhadap tujuan, seperti tujuan
cakupan kesehatan universal, sehingga menciptakan dorongan
untuk bertindak. Untuk memungkinkan kerja sama dan
mencapai tujuan kesehatan. Masyarakat menggunakan hukum
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A. Pendahuluan

Pada dasarnya suatu profesi perlu etika itu dikarenakan
suatu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan
pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang
mengandalkan suatu keahlian. Dimana keahlian yang
dikerjakan dan dihasilkan itu harus berpedoman dengan sebuah
etika. Dimana etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan
manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan
mana yang benar dan mana yang buruk. Dilihat dari kedua
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap profesi
yang dikerjakan itu harus memenuhi sebuah etika agar semua
pekerjaan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan baik yang
ingin dicapai, dengan cara pencapaian yang baik dan hasil
pekerjaannya pun kemudian akan baik. Oleh karena itu dapatlah
disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat (Pasolong, 2021)

B. Pengertian Etika Organisasi
Manusia adalah makhluk sosial yang dalam
kehidupannya selalu membutuhkan interaksi dengan manusia
lainnya. Dalam interaksi antar manusia, etika adalah hal yang
sangat penting untuk diperhatikan demi terciptanya hubungan
yang harmonis. Agar semua pihak dapat terpenuhi hak dan
kewajibannya, maka setiap individu dituntut untuk
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Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.
Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan
bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya
tidak bermakna. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, kondisi
kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang
berarti. Setidaknya demikian menurut pandangan World Health
Organization (WHO). Dalam laporan kesehatan dunia (World
Health Report) yang diterbitkan WHO pada tahun 2001, derajat
kesehatan masyarakat Indonesia dilaporkan jauh tertinggal dari
negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Brunei
Darussalam, India, China, bahkan masih jauh di bawah negara
miskin seperti Srilanka. Dengan menggunakan indikator “umur
harapan hidup”, WHO meletakkan derajat kesehatan Indonesia
pada peringkat 103 dari 109 negara.

Sebagai perbandingan, United Nations Development
program (UNDP) dalam laporannya untuk pembangunan bidang
kesehatan pada tahun yang sama, meletakkan derajat kesehatan
Indonesia pada peringkat ke 109 dari 174 negara. Lima tahun
kemudian yakni pada tahun 2005 ternyata posisi peringkat
Indonesia belum membaik. Terlepas dari indikator yang
digunakan oleh kedua lembaga tersebut, “derajat kesehatan”
telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia
yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dikalangan
ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk
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. Pendahuluan

Berdasarkan hasil dari Majelis Umum PBB pada Tahun
2013 tentang the right to privacy in the digital age yaitu banyaknya
praktik pengawasan (surveillance) dan intersepsi komunikasi
yang digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar
hukum (unlawfull), yang didalamnya termasuk berkaitan
dengan pengumpulan data pribadi (Assembly, 2014). Selain itu,
berdasarkan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik (ICCPR) tentang pengumpulan dan penyimpanan data
pribadi, dijelaskan bahwa pengumpulan dan penyimpanan
informasi pribadi di komputer, bank data, dan perangkat lain,
baik otoritas yang bersifat public maupun individu atau badan
pribadi harus diatur dalam hukum. Suatu negara harus
memperhatikan  langkah-langkah  yang  efektif untuk
memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi
seseorang tidak sampai ke tangan yang tidak diizinkan oleh
hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya
(Djafar & Santoso, 2019)

Perlindungan terhadap data pribadi dari seseorang
merupakan aspek yang dinamis dan akan terus dipengaruhi
oleh kemajuan dan inovasi teknologi serta praktik bisnis. Hal ini
karena teknologi informasi telah menjadi pedang yang bermata
dua dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia juga menjadi
sarana yang efektif dalam melawan hukum. Selain itu, data
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REKAM MEDIS

DAN INFORMED
1 1 CONSENT
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*Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST. MH.*

. Pendahuluan

Rekam medis di mulai zaman batu (Paleolithic) kurang
lebih 2500 SM dimana ditemukannya sebuah lukisan purba
tentang trephinis dan amputasi di dalam gua di negara Spanyol.
Hal ini memperlihatkan bahwa dulu pra sejarah praktik rekam
medis dilakukan depkes RI

Rekam medis mulai berkembang sesuai kemajuan zaman.
Rekam medis berasal dari kondisi dan kesadaran pentingnya
dokumentasi medis, pendokumentasian data pasien begitu
penting, oleh sebab itu pelayanan kesehatan yang dilakukan
dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan perlu dicatat secara
tepat dan diolah pada sistem rekam medis.

Pelayanan kesehatan dikatakan berkualitas bila didukung
sistem rekam medis yang memiliki kualitas sehingga pasien
merasa aman dan nyaman terhadap pelayanan yang
diterimanya atau pengelolaan data kesehatan mereka. Oleh
karena itu, kesehatan pada dasarnya menunjukkan peningkatan
kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup untuk sehat bagi
seluruh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang
maksimal untuk kesejahteraan (Huffman, 2021).
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BAB PATIENT SAFETY

(KESELAMATAN
1 2 PASIEN)

*Drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., MARS.*

. Pendahuluan

Penemuan ilmiah kedokteran modern telah membawa
kemajuan yang luar biasa dalam bidang perawatan kesehatan.
Meskipun demikian, penelitian dari berbagai negara
menunjukkan bahwa ada bahaya serius terhadap keselamatan
pasien. Telah menjadi perhatian bahwa pasien di RS ( RS) rentan
terhadap kejadian yang tidak diinginkan (KTD), dan pasien
yang mengkonsumsi obat berisiko mengalami efek samping
negatif dan kesalahan pengobatan. Perlunya menciptakan
bidang studi khusus dalam keselamatan pasien untuk
membantu pemahaman konsep dan prinsip keselamatan pasien
oleh para manajer pelayanan medis, organisasi pelayanan
kesehatan, pemerintah secara global, dan konsumen adalah
salah satu implikasi utama dari pemahaman ini. Para profesional
kesehatan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam
menangani masalah keselamatan pasien, yang membutuhkan
partisipasi dari semua pihak terkait dan kesadaran akan
besarnya kerugian yang ditimbulkan pada pasien serta alasan
mengapa pelayanan kesehatan perlu bertransformasi untuk
merangkul budaya keselamatan pasien di setiap tingkatan
(Iriviranty et al., 2015)
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BAB HAK DAN KEWAJIBAN
(TENAGA KESEHATAN,

PASIEN, DAN RUMAH
SAKIT)

*Sri Tungga Dewi, S.K.M., M.M.R.*

A. Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling
terkait dan penting dalam setiap hubungan atau komunitas. Hak
adalah hak asasi yang dimiliki setiap individu untuk
memperoleh perlindungan, keadilan, dan kebebasan dalam
kehidupan mereka. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung
jawab yang harus diemban oleh setiap individu untuk
menjalankan tugas dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam
konteks masyarakat, hak dan kewajiban berlaku untuk semua
warganya. Setiap individu memiliki hak wuntuk hidup,
kebebasan berpendapat, pendidikan, dan akses terhadap
pelayanan kesehatan yang layak. Namun, bersamaan dengan
hak-hak tersebut, individu juga memiliki kewajiban untuk
menghormati hak-hak orang lain, mematuhi hukum, dan
berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan
harmonis. Hak dan kewajiban juga berlaku dalam lingkungan
keluarga, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih
sayang, pendidikan, dan perlindungan, sementara orang tua
memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, pendidikan,
dan perlindungan kepada anak-anak mereka.

Dalam lingkup pekerjaan, karyawan memiliki hak untuk
mendapatkan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan
perlakuan yang setara, sementara mereka juga memiliki
kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik, menghormati
aturan perusahaan, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan
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BAB
HUKUM ASURANSI

1 4 KESEHATAN (SJSN)

* Dr. Nani Yuniar, M.Kes.*

. Pendahuluan

Deklarasi PBB tahun 1948 menyatakan bahwa health is a
fundamental human right. Setiap manusia berhak untuk hidup
sehat, oleh karenanya kesehatan masyarakat wajib mendapat
perlindungan Negara. Atas dasar pernyataan ini, pemerintah
bertekad segera mengeluarkan SJSN atau JKN. Dari rancangan
SJSN JKN berada di dalam paying SJSN. Sampai pertengahan
tahun 2003 penduduk Indonesia yang sudah memiliki asuransi
kesehatan meningkat sampai 20,2%. Walaupun terjadi
peningkatan masih ada sebagian besar penduduk Indonesia
sebanyak 79,8% terutama dari sektor informal belum memiliki
jaminan kesehatan. Mereka inilah yang akan menjadi sasaran
utama sistem JKN. System ini bersifat wajib, berkelompok,
mencakup seluruh penduduk (Universal coverage) sebagai
bagian dari SJSN.

Jika sistem ini berkembang di Indonesia maka program
ASKES dan Jamsostek akan diintegrasikan ke dalam JKN.
Pemerintah dapat menjadi penanggung premi penduduk miskin
karena kelompok penduduk ini menjadi tanggungjawab
pemerintah (komitmen global pemerintah). Meskipun SJKN
dikembangkan, namun segmen pasar untuk asuransi komersial
masih tetap terbuka untuk menjadi lahan persaingan terutama
kelompok orang asing dan kelompok masyarakat tertentu yang
tinggal di suatu wilayah (Mundijaya G. 2004)
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